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ABSTRAK

Kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi tergolong sangat tinggi sedangkan
pemberantasannya masih sangat rendah. Dalam hal ini, Indonesia belum cukup
serius dalam menangani permasalahan kasus korupsi. Adapun permasalahan yarg
diangkat di dalam skripsi ini ialah bagaimana pengaturan tentang Perampasan Aset
hasil tindak pidana korupsi menurut UNCAC dan RUU Perampasan Aset dan faktor
apa saja yang memengaruhi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Jenis
penelitian yang digunakan ialah metode hukum normatif dengan pendekatan
penelitian perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konspetual
(conseptual approach). Adapun sumber data yang digunakan terdiri atas bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui
riset kepustakaan (/ibrary research). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan terkait pengaturan
perampasan aset memtrut UNCAC dan RUU Perampasan Aset. Selain itu, adapun
faktor yang memengaruki perampasan aset adalah faktor aparat penegak hukum

(legal structure), faktor perundang-undangan (legal substance), dan faktor budaya
hukum (legal cufivre).

Kata Kunci: Perampasan Aset, Tindok Pidana Korupsi, United Nations
Convention Againss Corsupiion (UNCAT)

Palembang, 12 Agustus 2024

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Utama Dosen Pempimbing Pembantu
Jo
Dr., Artha Febriansyah, S.H., M.H. Taroman Pasyah, S.H.L., M.H.
NIP. 198305092010121002 NIP. 198512082024211001

Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum US?ersitas Sriwijaya

R.d. Muhammad Ikhsan, S.H JH.
NIP. 19680221199512101

Xii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Hal ini
kerap menjadi pusat perhatian dalam kasus kejahatan yang ada di nusantara.
Tindak pidana korupsi juga menjadi hal yang sudah sangat lazim di Indonesia
sehingga praktik korupsi sudah melekat dalam setiap sisi kehidupan.
Meningkatnya tindak pidana korupsi yang sudah dapat dikatakan melewati
batas wajar, tentu menjadikan penderitaan bagi kesejahteraan ekonomi negara
serta kelangsungan hidup rakyat yang selayaknya. Bukan hanya orang-orang
yang memiliki jabatan tinggi untuk bisa melakukan tindak kejahatan ini,
karena di Indonesia tidak dapat disangkal lagi bahwa pelaku tindak pidana
korupsi tidak lagi mengenal siapa, mengapa, dan bagaimana dengan artian
bahwa semua orang dapat melakukan praktik ini. Selain itu, subyek tindak
pidana tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi. Yang dimaksud
dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
sebagaimana tersirat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.t

! Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap
Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi” diakses
https://website.pnmedankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=383:drajadl
&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101 pada 6 Juli 2023



https://website.pn-medankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=383%3Adrajad1&catid=101%3Akumpulan-artikel&Itemid=101
https://website.pn-medankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=383%3Adrajad1&catid=101%3Akumpulan-artikel&Itemid=101
https://website.pn-medankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=383%3Adrajad1&catid=101%3Akumpulan-artikel&Itemid=101

Sejarah awal mula terjadinya korupsi di Indonesia sudah sejak zaman
Hindia Belanda saat pemerintahan Orde Lama, pemerintahan Orde Baru dan
Orde Reformasi. Pada zaman pemerintahan rezim Orde Baru, banyak sistem
yang menunjukan ketidakadilan dantidak demokratis sehingga bibit korupsi
disemua aspek kehidupan sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia.

Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu Corruptio atau
Corruptus. Kemudian diadopsi kedalam bahasa Inggris dan Perancis
Corruption serta Belanda Corruptie, yang selanjutnya dipakai juga dalam
Bahasa Indonesia Korupsi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan
Poerwadarminta korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti:
penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Sedangkan
menurut KBBI korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan
uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.>

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah
dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20
Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam
tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut
menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan
pidana penjara karena korupsi.® Berlandaskan kepada filosofis Pancasila yang

menjadi dasar terbentuknya Negara Republik Indonesia. Dalam sila kelima

2 pusat Edukasi Antikorupsi KPK “Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi”
diakseshttps://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220411-null pada 6 Juli 2023

3 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Memahami Untuk Membasmi
Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi,
2006, him 19.



https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220411-null

Pancasila mengatakan bahwa Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hal
ini selaras dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 vyang bertujuan untuk memajukan
kesejahteraan umum. Salah satu implementasi dari hal ini ialah melalui
kesejahteraan perekonomian nasional. Membahas keadaan penataan finansial
negara, sebagai halnya termuat dalam Pasal 23 Ayat (1), bahwa untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa segala bentuk pembiayaan
untuk negara melalui keuangan negara yang dilakukan oleh penyelenggara
negara telah semestinya memanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat.
Namun, dalam realisasinya tak henti-hentinya para penyelenggara negara
melanggar amanat ini atau yang dikenal dengan tindak pidana korupsi.
Menurut Pasal 2 Ayat (1) UU 31/1999, tindak pidana korupsi mencakup
setiap individu yang secara ilegal melakukan tindakan yang menguntungkan
diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang berpotensi merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 Ayat 22
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU 1/2004)
tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara atau daerah didefinisikan
sebagai kekurangan dalam bentuk uang, surat berharga, dan barang dengan
jumlah yang jelas dan pasti, yang terjadi akibat tindakan melawan hukum, baik

yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.*

4 Noegroho, “Perlawanan Terhadap Tipikor dalam Pembayaran Belanja Negara”
diakses https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3973-perlawanan-terhadap-
tipikor-dalam
pembayaranbelanjanegara.html#:~:text=Menurut%20UU%20Nomor%201%20Tahun,hukum%20baik
%20sengaja%20ma upun%?20Ilalai. pada 23 Juni 2023.



https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3973-perlawanan-terhadap-tipikor-dalam%20pembayaran
https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3973-perlawanan-terhadap-tipikor-dalam%20pembayaran
https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3973-perlawanan-terhadap-tipikor-dalam%20pembayaran
https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3973-perlawanan-terhadap-tipikor-dalam-pembayaran-belanja

Berdasarkan pengertian kerugian negara di atas, terdapat dua jenis
kerugian negara: yang riil dan pasti jumlahnya, serta yang berpotensi
merugikan keuangan negara. Frasa “dapat merugikan keuangan negara”
menunjukkan bahwa tindakan yang berpotensi merugikan meskipun tidak
terjadi kerugian finansial nyata tetap dianggap sebagai korupsi. Dalam
praktiknya, terdapat perbedaan dalam penghitungan kerugian negara.
Berdasarkan beberapa definisi kerugian negara dalam undang-undang,
kerugian negara tidak hanya berkaitan dengan pengurangan uang atau barang,
tetapi juga mencakup kewajiban pemerintah yang seharusnya tidak ada.
Namun, dalam praktiknya, penentuan kerugian negara cenderung lebih fokus
pada kerugian yang nyata dan berwujud, dengan tidak mempertimbangkan
potensi kerugian di masa depan.®

Perkembangan korupsi di Indonesia sendiri masih tergolong sangat tinggi,
sedangkan pemberantasannya masih sangat rendah. Romli Atmasasmita
mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi virus yang menyebar
ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah
pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Selain itu,
dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengankekuasaan karena dengan
kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk

kepentingan pribadi, keluarga dan kerabatnya.®

5 Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang
Dilakukan olehBPK dalam Tindak Pidana Korupsi", Diponegoro Journal of Accounting, Vol.4, No.
3, Oktober 2015, him 1.

6 Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek
Internasional, Bandung, Mandar Maju, 2004, him 1.



Berdasarkan data yang dilansir dari Indonesia Corruption Watch (ICW)
mencatat kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi dalam
semester 1 tahun 2022 melibatkan 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka
dengan jumlah potensi kerugian negara mencapai Rp. 33,665 triliun. Dari hasil
pantauan, terdapat total 1.387 kasus di tingkat penyidikan, tetapi aparat
penegak hukum hanya mampu mewujudkan dan menindak lanjuti kasus sekitar
18 persen dari keseluruhan jumlah kasus korupsi. ICW lagi-lagi memberi nilai
E atau sangat buruk terhadap kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia, nilai
tersebut masih sama seperti tahun lalu.” Meskipun jumlah kasus dan tersangka
pada kasus korupsi yang sudah terealisasi oleh aparat penegak hukum sudah
mengalami peningkatan, tetapi potensi nilai kerugian menunjukan tren
peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan korupsi semakin
mengkhawatirkan sehingga kasus korupsi selalu menjadi PR besar bagi
Indonesia untuk dilakukannya penindakan secara serius.®

Penegakan hukum dan perampasan aset kejahatan merupakan dua unsur
yang penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan
yang didasari perhitungan (crime of calculation), maka pengelolaan dan
pengamanan hasil kejahatan merupakan kebutuhan mendasar bagi pelaku
kejahatan kerah putih (white collar crime). ® Disebut demikian karena

dilakukan oleh para intelek yang secara Pendidikan.

" Anti Korupsi, “Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2022 diakses
https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022 pada 3 April 2023

8 1bid.

9 Aliyth Prakasa & Rena Yulia, “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai
Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum
PRORIS, Vol. 6, No. 1, 2017, him 32.



https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022

Dikarenakan tindak pidana korupsi ini dilakukan bukan dilakukan oleh
sembarang orang, maka pelaku pasti akan memikirkan semua kemungkinan
yang akan terjadi. Seorang pelaku tindak pidana korupsi akan berani
menghadapi resiko hukuman yang dihadapi jika hasil korupsi yang didapat
lebih tinggi. Tidak sedikit pelaku korupsi yang siap masuk penjara apabila ia
memperkirakan bahwa selama menjalani masa hukuman, keluarganya masih
akan dapat tetap hidup makmur dari hasil korupsi yang dilakukan.

Maka dari itu pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya menghukum
pelakunya, namun harus didampingi dengan upaya mengambil alih dan
menghentikan aliran hasil kejahatan sehingga harta hasil korupsi dari pelaku
tidak terus berjalan. Terkait dengan pengambil alihan harta benda hasil tindak
pidana korupsi, maka upaya ini diharapkan untuk menghilangakan keinginan
pelaku untuk mengulangi apa yang telah ia perbuat, karena tujuan untuk
menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau menjadi sia-sia.'!

Perubahan pola berpikir tentang penanganan kasus korupsi yang mula-
mula hanya menitik beratkan penghukuman dan penjeraan menjadi
perampasan aset hasil korupsi juga sejalan dengan keinginan dalam nilai
reformasi dalam penyelenggaraan negara, serta Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) Menentang Korupsi (UNCAC), 2003, yang mengatur tentang

pemulihan aset (asset recovery).

10 Basrief Arief, Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Jakarta, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana Mahupiki, 2014, him 1.
1 Ibid., him 2.



Sudah lebih dari sepuluh tahun, pemerintah mulai merancang Rancangan
Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Pada tahun
2012, pemerintah, melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),
pertama kali menyusun Naskah Akademik sebagai dasar untuk RUU tersebut.*2
Tetapi, hingga saat ini, pembahasan RUU itu belum juga dilakukan di Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Secara resmi, RUU tentang Perampasan Aset
Tindak Pidana tercatat di antara 189 judul RUU dalam Program Legislasi
Nasional 2015-2019, tetapi tidak pernah masuk dalam daftar prioritas tahunan.
Ini berarti, selama lima tahun masa jabatan DPR, RUU tersebut tidak pernah
dijadikan prioritas untuk dibahas segera.

Upaya untuk merampas kekayaan hasil kejahatan kini menjadi salah satu
perhatian utama dalam penanganan kejahatan keuangan. Oleh karena itu,
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukkan mekanisme perampasan aset
tindak pidana sebagai norma dalam Konvensi Anti Korupsi PBB (UNCAC)
yang diadopsi pada tahun 2003.% Dalam konvensi ini telah diatur bahwa
pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah prinsip dasar, dan negara-
negara peserta harus melakukan usaha seluas-luasnya untuk bekerjasama dan

memberi bantuan dalam usaha penyelamatan aset.!* Dengan artian bahwa

12 Ramelan, Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang
Perampasan Aset Tindak Pidana, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum
dan HakAsasi Manusia RI, 2012, him. 4

13 Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana
(Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”, Jurnal
Integritas, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, him. 115

14 Ulang Mangun Sosiawan, “Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak
Pidana Korupsidan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum
De Jure, Vol. 20 No. 4, 2010, him. 588



Konvensi PBB Menentang Korupsi merupakan panduan bagi negara untuk
mengembalikan aset negara yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi.
Kerjasama antara negara-negara PBB juga dibutuhkan dalam penanganan
pengembalian aset terutama untuk aset-aset yang berada di negara lain. Mutual
Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) Agreement merupakan salah satu
cara untuk mempermudah permasalahan asset recovery jika aset tersebut
berada di negara lain, dengan cara melakukan kesepakatan kontribusi timbal
balik masalah pidana.

Majelis Umum PBB yang telah mengadopsi United Nations Convention
Against Corruption (UNCAC) 2003 pada tanggal 30 September 2003 sendiri
merupakan hasil dari usaha masyarakat internasional dalam perihal
penumpasan tindak pidana korupsi.®® Dengan jumlah sebanyak 127 negara
yang telah ikut bersedia untuk menandatangani konvensi tersebut, Indonesia
termasuk negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut. Pemerintah
Indonesia ikut aktif sejak sidang pertama sampai sidang ketujuh (terakhir) yang
berakhir pada tanggal 1 Oktober 2003.16

Perampasan aset hasil korupsi menurut UNCAC terbagi menjadi
beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap penelusuran aset;
2. Tahap tindak preventif untuk membatalkan perpindahan aset- aset dengan

mekanisme pemdataan dan penyitaan;

15 Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi
PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung, Alumni, 2007, him. 134.
18 1bid., him 135.



3. Tahap perampasan;
4. Tahap pelimpahan aset atas negara penerima untuk negara korban dimana
aset didapatkan secara melawan hukum.’

Meski begitu, perampasan aset tindak pidana korupsi masih menghadapi
permasalahan tersendiri baik secara rancangannya maupun pengoperasiannya.
Istilah pengembalian aset atau asset recovery tidak diatur secara tersurat dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengandung
kaitan dengan pengembalian aset memiliki beberapa kelemahan, diantaranya.
Ketentuan-ketentuan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sangat
terbatas baik pada pengembalian aset di dalam negeri maupun tentang
mekanisme pengembalian aset yang berada di luar negeri, lalu pengembalian
aset hasil tindak pidana korupsi tidak dikaitkan dengan kerja sama
internasional. Selanjutnya, negara belum memiliki otoritas yang memiliki
wewenang kerja sama internasional dalam upaya penanganan pengembalian

aset hasil tindak pidana korupsi. Terakhir, ketentuan-ketentuan yang berkaitan

17 0Op.Cit., Ulang Mangun Sosiawan, hlm 603.



10

dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi belum memenuhi
persyaratan jika dibandingkan dengan ketentuan tentang pengembalian aset di
Konvensi Anti Korupsi 2003.8

Maka sudah jelas jika pengembalian aset dibutuhkan dalam upaya
penanganan kasus tindak pidana korupsi karena saat ini Indonesia sedang
memiliki permasalahan yang cukup jelas yaitu kerugian negara sangat masif,
tetapi penanganannya kurang tepat sehingga permasalahan ini tidak kunjung
selesai terlebih semakin melambung nya kerugian yang dialami negara.

Kerugian yang dialami negara yang diakibatkan oleh tindak pidana
korupsi sangatlah besar dan cukup sulit untuk mengembalikan semua
kerugiannya. Perampasan aset merupakan penanganan yang proses nya cukup
kompleks, baik hambatan maupun kesulitan untuk melacak aset-aset yang
sudah berpindah tempat namun perampasan aset ini dirasa diperlukan untuk
setiap kasus tindak pidana korupsi demi meminimalisir kerugian negara
sehingga setidaknya terdapat proses berkurangnya kerugian negara yang

disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam pembahasan yang saya
sampaikan mengenai perbandingan perampasan aset hasil tindak pidana

korupsi menurut UNCAC dan RUU Perampasan Aset ialah sebagai berikut:

18 purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB
Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung, Alumni, 2007, him. 89.
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1. Bagaimana perbandingan pengaturan tentang Perampasan Aset hasil
tindak pidana korupsi menurut UNCAC dan RUU Perampasan Aset?

2. Faktor apa saja yang memengaruhi perampasan aset hasil tindak pidana
korupsi ditinjau dari teori efektifitas hukum?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan dan pelaksanaan perampasan
aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia menurut UNCAC dan RUU
Perampasan Aset.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi perampasan aset
hasil tindak pidana korupsi sejalan teori efektifitas hukum.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini berguna untuk memahami konsep perampasan aset hasil

korupsi dan mengetahui perkembangan RUU Perampasan Aset yang ada di

Indonesia serta mengetahui makna perampasan aset menurut United Nations

Convention Against Corruption (UNCAC). Manfaat penelitian ini juga

diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan
serta menjadi bahan pertimbangan penegakan hukum dan bermanfaat bagi
peminat untuk dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan dalam

penelitian sejenisnya.
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2. Secara Praktis

a) Bagi Penulis

Penulis dapat menambah wawasan mengenai penegakan hukum

dalam pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi yang sedang

berkembang saat ini.

b) Bagi Pembaca

Penelitian ini ditujukan kepada pembaca untuk mengenal
tentang pengembalian aset dan pentingnya upaya ini untukmengatasi
permasalahan tindak pidana korupsi serta kaitannya dengan RUU
Perampasan Aset dan pembahasan mengenai perampasan aset hasil
tindak pidana dalam Konvensi Anti Korupsi PBB (UNCAC).

Bagi Penegak Hukum

Dengan adanya penelitian ini, penegak hukum diharapkan
dapat mempertimbangkan urgensi penyelenggaraan pengembalian
aset yang dibutuhkan dalam penangangan perkara kasus tindak
pidana korupsi dikarenakan perampasan aset yang berjalan saat
ini belum maksimal. Masyarakat yang terus mengeluhkan jumlah
kerugian yang dialami negara akibat tindak pidana korupsi kian
melambung sehingga penegak hukum diharapkan tidak berfokus
hanya dalam penanganan keadilan retributif melainkan juga

mementingkan faktor lain yang disebabkan oleh tindak pidana ini.



E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini merupakan perampasan aset
dalam tindak pidana korupsi merupakan fokus utama skripsi ini yang dikaitkan
dengan pembahasan di konvensi United Nations Convention Against
Corruption (UNCAC) dan RUU Perampasan Aset.
F. Kerangka Teori
Berikut kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi
untuk mengatasi permasalahan ini, antara lain:
1. Teori Tujuan Pemidanaan
Menetapkan tujuan pemidanaan menjadi permasalahan yang rumit
terutama dalam menetapkan apakah pemidanaan dijadikan tujuan untuk
dilakukannya pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau menjadi
tujuan yang layak dari proses pidana sebagai tindakan preventif tingkah
laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut
jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem
atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai
beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang
pemidanaan.®
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 51

dan Pasal 52, yaitu:

19 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, him. 10

13
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a. Pemidanaan bertujuan:

1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan
norma hukum demi pengayoman masyarakat;

2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat, dan

4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah
pada terpidana.

b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan
merendahkan martabat manusia
Gagasan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam

Undang-Undang tersebut menunjukkan adanya pemikiran baru dalam

perkembangan teori pemidanaan yang mempunyai ciri lebih

komprehensif dan bernuansa kearifan lokal tentang tujuan pidana.
Selain itu, M. Sholehuddin juga menjelaskan sifat-sifat dari

unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:%°
1) Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut

menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.

20 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System
& Implementasinya, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, him. 59
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2) Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat
orang sadar atas perbuatan yang menyebabkan ia mempunyai
sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha
penanggulangan kejahatan.

3) Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan
adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun
masyarakat).

Teori tujuan pemidanaan juga bersinggung dengan teori tujuan atau
disebut juga dengan teori utilitarianisme yang diciptakan oleh Jeremy
Bentham. Jeremy Bentham sendiri merupakan filsuf Inggris yang
pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Dalam teori tujuan ini
menunjukan bahwa tujuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, akan
tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana
dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:

a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving van de
maatschappelijke orde);

b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai
akibat dari terjadinya kejahatan. (het herstel van het doer de misdaad
onstane maatschappelijke nadeel);

c. Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader);

21 Syarif Saddam Rivanie, “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan ”, Halu Oleo
Review, Vol. 6, No. 2, 2022, him. 181.
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d. Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de
misdadiger);

e. Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad).

Dengan demikian pada hakikatnya pidana merupakan perlindungan
terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar
hukum atau hanya pencegahan saja, maka tujuan pemidanaan itu tidaklah
tunggal. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak hanya
diartikan sebagai penderitaan dan merendahkan hak martabat manusia.
Teori Efektifitas Hukum

Teori efektivitas yang merupakan unsur pokok demi menggapai
tujuan yang sudah ditentukan pada setiap kelompok atau kegiatan. Kata
efektif sendiri bermula dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti
berhasil, atau sesuatu yang dilakukan tercapai dengan baik. Lawrence M.
Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan
hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum
(structure of law) yang menyangkut tentang aparat penegak hukum,
substansi hukum (substance of the law) yang meliputi tentang perangkat
perundang-undangan dan budaya hukum (legal culture) yang merupakan
hukum yang hidup dalam masyarakat atau disebut juga living law.

Lawrence M. Friedman dalam teorinya tentang struktur hukum
(legal sturcture) menjelaskan : To begin with, the legal system has the
structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and

size of courts; their jurisdiction...Strukture also means how the legislature



17

is organized ...what procedures the police department follow, and so on.
Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of
still photograph, with freezes the action. 2 M. Khozim mengutip
penjelasan mengenai struktur hukum yang dikemukakan oleh Friedman
bahwa struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur yang terkait dengan
jumlah dan ukuran pengadilan, termasuk jenis kasus yang berwenang
mereka periksa, dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan
lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang
boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti
oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal structure) terdiri dari
lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat
hukum yang ada.

Sementara itu terkait dengan Substansi Hukum (legal substance), M.
Khozim mengutip pendapat Lawrence M Friedmen mengenai substansi
hukum sebagai berikut: Another aspect of the legal system is its substance.
By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people
inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law
books.?® Pemaknaannya adalah bahwa substansi adalah aspek lain dari
sistem hukum yang berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia
dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki

kekuatan yang mengikat.

22 M. Khozim, Sistem Hukum Perspektif IImu Sosial / Lawrence M. Friedman
, Bandung, Nusamedia, 2011, him. 19
2 1bid., him 18.
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Selanjutnya mengenai budaya hukum (legal culture), Friedman
berpendapat: The third component of legal system, of legal culture. By this
we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief...in
other word, is the climinate of social thought and social force wich
determines how law is used, avoided, or abused.?* Penjelasan diatas dapat
disimpulkan bahwa kultur hukum menyangkut budaya hukum yang
merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak
hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan
struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan
sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung
budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan
masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Berdasarkan pernyataan Friedman mengenai efektivitas hukum yang
dikaitkan dengan tiga unsur sistem hukum, penulis berpendapat bahwa
banyak faktor yang mempengaruhi seberapa efektifnya hukum tergantung
pada aparat penegak hukum mengenai pengetahuan tentang substansi
perundang-undangan, cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut,
institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam
masyarakatnya, dan bagaimana proses lahirnya suatu peraturan

perundang-undangan.

24 1bid., him 19.
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G. Metode Penelitian
Berdasarkan dengan yang apa penulis kaji dalam penelitian yang
berjudul Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Menurut UNCAC dan
RUU Perampasan Aset, maka untuk memahami objek yang menjadi pusat
penelitian topik penelitian ini digunakan metode penelitian yang meliputi:
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode
hukum normatif. Analisis normatif mempergunakan bahan-bahan
kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. 2° Penelitian hukum
normatif menggunakan konsep hukum dengan peraturan perundang-
undangan, yaitu pandangan bagi manusia dalam berperilaku selayaknya di
masyarakat.?® Objek kajian dalam penelitian normatif ialah kaidah atau
aturan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kebenaran suatu
peristiwa secara hukum dengan memberikan argumentasi hukum.?’
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan perundang-
undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Comnseptual
Approach).
a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) ialah

pendekatan yang mengutamakan pengolahan bahan hukum dalam

% Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali
Pers, 2010, him. 166.

% |bid, him. 118.

27 Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka
Pelajar, 2015, him. 36.
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bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dasar
penelitian. Pendekatan ini menganalisis semua aturan hukum yang
terkait dengan permasalahan yang dihadapi, terlebih mempelajari
konsistensi suatu peraturan.?®

Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dapat diartikan
sebagai pendekatan yang beranjak dengan menggunakan pandangan
dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan
mempelajari pandangan-pandangan doktrin yang ada dalam ilmu
hukum, penulis dalam hal ini melahirkan ide-ide tentang pengertian

hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas yang bersangkutan

dengan isu hukum dalam penulis.

Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penulis memilih jenis penelitian berdasarkan jenis data sekunder,

yaitu pengumpulan data secara kepustakaan yang merupakan hasil olah

data primer oleh pihak pengumpul data primer.?® Data sekunder ialah

meliputi 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

a.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini
antara lain berupa bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat
berupa perundang- undangan di Indonesia, peraturan perundang-

undangan dan konvensi- konvensi internasional. Diantaranya adalah :

him. 93.

28 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-4, Jakarta, Kencana, 2008,

29 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, him. 20.
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1) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang.

4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum
primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan
menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para
sarjana, buku, artikel internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar,
dan makalah.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, merupakan salah satu bahan hukum yang
memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder,*
seperti contohnya ensiklopedia atau kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum

30 Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, Jakarta, UI-Press,
2014, him. 13.
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secara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data berdasarkan pada
bahan bacaan yang berkaitan dengan isu yang penulis angkat dalam
penelitian ini.
Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan
cara pendekatan kualitatif yang memperoleh data deskriptif analisis untuk
memberikan gambaran secara mendalam terhadap objek kajian, yaitu
perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.
Penarikan Kesimpulan

Penulis dalam penelitian ini menggunaka jenis penarikan
kesimpulan logika berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar
pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara

khusus.3?

31 1bid.
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